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Abstrak 
Kehadiran  profesi hukum advokat belakangan ini semakin berkembang pesat. Seiring dengan tumbuh 
kembangnya kesadaran hukum masyarakat, serta makin tingginya interaksi hukum yang terjadi di masyarakat. Tentu 
saja kehadiran advokat ada yang membanggakan tapi ada juga yang mengecewakan. Kondisi ini tidak terlepas dari suatu 
kualitas baik secara pribadi dan mental maupun keterampilan hukum dari advokat itu sendiri. 
Oleh karenanya menjadi tantangan besar kedepan bagaimana kehadiran advokat makin berwarna dan 
bermartabat dalam penegakan hukum di Indonesia, dimana adanya hak imunitas dalam kode etik profesi advokat dalam 
menjalankan profesinya  sebagai hak yang melindunginya menurut UU No. 18 Tahun 2003. 
 
Abstract 
The presence of Lawyer proffesion in recent times is rapidly developed. Along with the development of law 
awareness of the public, with the high law interaction which happened in the society,there is of course the presence of 
lawyer can be pride or disappointed. This condition attributeted of quality wheter it in a good personality and mental 
or law skilled of the lawyer itself. 
Therefore it becomes a great challenge in the future of how the presence of lawyer is more authoritative and 
prestige in lw standing in Indonseia. Thus where the right of immunity in the rules of lawyer to start their poffesion as 




Profesi hukum adalah bagian dari proses 
peradilan yang melibatkan berbagai profesi yaitu 
hakim, jaksa, advokat dan polisi. Dalam sistem 
peradilan, masing-masing profesi tersebut menjalankan 
fungsinya sehingga sistem berjalan. Mengacu kepada 
UUD 1945 maka masing masing profesi tersebut 
menjalankan kekuasaannya secara merdeka yaitu tidak 
boleh ada campur tangan dari luar. Sebagai satu sistem 
yaitu sistem peradilan, barang tentu kemerdekaan 
tersebut adalah kemerdekaan dalam ikatan sistem yang 
memiliki satu tujuan bersama. Dengan demikian masing 
masing profesi adalah merdeka dan sekaligus bekerja 
bersama sama untuk satu tujuan.  
Hak Imunitas adalah hak anggota lembaga 
perwakilan rakyat dan para menteri untuk 
membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala 
hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di 
muka pengadilan. Sebagai salah satu lembaga 
perwakilan rakyat  maka kehadiran profesi hukum 
Advokat belakangan ini semakin berkembang pesat. 
Seiring dengan tumbuh kembangnya kesadaran 
masyarakat serta semakin tingginya interaksi hukum 
yang terjadi di masyarakat. Tentu saja kehadiran 
advokat ada yang membanggakan tapi ada juga yang 
mengecewakan. Kondisi ini tidak terlepas dari kualitas, 
kualifikasi secara pribadi baik mental maupun 
keterampilan hukum dari advokat itu sendiri. 
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Advokat kini juga memiliki peran strategis 
dalam penegakan hukum, khususnya dalam lingkup 
peradilan kepada masyarakat pencari keadilan. Harapan 
besar ditumpukan kepada advokat-advokat untuk 
membuka akses terhadap keadilan bagi masyarakat 
miskin dan buta hukum di tengah-tengah peradilan 
Indonesia yang masih belum menghadirkan sebuah 
peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. 
Perubahan-perubahan mendasar dilakukan, mulai dari 
sistem perekrutan, keorganisasian, penegakan kode etik 
hingga pengangkatan. Semua itu jelas ditujukan untuk 
berkeinginan membangun sebuah profesionalitas 
profesi advokat yang lebih terstruktur, terhormat  dan 
berwibawa. 
Oleh karenanya menjadi tantangan besar kedepan 
bagaimana kehadiran advokat makin berwibawa, 
bermartabat dalam interaksi penegakan hukum 
bersama-sama dengan aparat penegak hukum lainya 
yaitu polisi, jaksa dan hakim. Tren pembangunan 
penegakan hukum belakangan ini membuat hukum 
menjadi sangat penting. Posisi professional saling 
menghargai dan peningkatan kualitas personal antara 
sesama penegak hukum akan semakin memperdalam 
pencarian makna keadilan yang menjadi dambaan 
semua orang. 
 Belakangan ini perdebatan soal hak imunitas 
advokat sering mengemuka, tak jarang dalam beberapa 
kasus yang muncul, advokat terseret dalam kasus yang 
ditanganinnya, bahkan ratusan advokat harus unjuk rasa 
menegaskan soal hak imunitas yang dimilikinya 
tersebut. Sebagai contoh kasus yang pernah terjadi pada 
advokat adalah kasus advokat OC Kaligis tersangkut 
kasus penyuapan demi menyelesaikan suatu kasus 
terhadap kliennya.  
Peran Advokat dapat pula terlihat pada jalur 
profesi diluar pengadilan dalam hal mana kebutuhan 
terhadap jasa Advokat di luar proses pengadilan 
dirasakan semakin meningkat pada saat ini. Adanya 
peningkatan tersebut juga seiring dengan semakin 
berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat sebagai 
akibat adanya pola interaksi sosial yang semakin 
terbuka baik dalam lingkup pergaulan antar individu 
maupun pergaulan antar bangsa. Dikarenakan peran 
advokat sangat penting dalam konsep negara hukum 
dan juga dengan mempertimbangkan bahwa advokat 
merupakan profesi yang bebas, mandiri dan 
bertanggung jawab tersebut maka diterbitkan Undang-




2.1 Hak Imunitas dalam Kode Etik  Profesi Advokat 
menurut UU No.18 Tahun 2003 
Untuk melindungi kemuliaan dan pentingnya 
profesi advokat maka undang-undang memberikan hak 
imunitas, agar advokat dapat bebas dalam melakukan 
pembelaan dan tugas-tugas profesinya, sebagai 
pemberian hak tentunya ada pembatasannya, 
pembatasan yang diberikan undang-undang dan 
pembatasan nilai moral, esensi iktikad baik, jujur, 
kepentingan hukum yang lebih besar serta bertanggung 
jawab, karena advokat harus setia seperti isi dalam 
sumpah profesi advokat yaitu  setia pada negara, UUD 
1945, Pancasila dan nilai-nilai kejujuran sebagaimana 
tertuang dalam kode etika profesi hak imunitas advokat  
ini diatur pada Pasal 16 Undang-Undang No 18 Tahun 
2003 tentang Advokat  yang menyebutkan "bahwa 
advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun 
secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya 
dengan iktikad baik untuk pembelaan klien dalam 
sidang pengadilan yang oleh Mahkamah Konstitusi 
telah melakukan perluasan ruang lingkup imunitas yang 
tidak hanya di dalam peradilan namun diluar 
persidangan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi No 
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26/PUU-XI/2013) Artinya, persoalan hak  imunitas 
sejak munculnya  UU Advokat sudah menjadi kajian 
yang menarik sebagai sebuah bentuk perlindungan 
(keistimewaan) profesi advokat  sampai MK 
memberikan perluasan ruang lingkup imunitas advokat 
untuk  advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata 
maupun pidana selama dalam menjalankan tugas 
profesinya dengan iktikad baik guna pembelaan klien 
baik di dalam sidang pengadilan maupun di luar sidang 
pengadilan.  
Ketangguhan dalam profesi advokat salah 
satunya diberikan hak imunitas guna memberikan 
benteng sekaligus nutrisi kekuatan bagi profesi advokat 
dalam menjalankan tugasnya  lebih optimal, berani,  
memiliki kebebasan dalam rel yang benar,iktikad baik,  
jujur dan bertanggung jawab serta tidak bertentangan 
dengan Undang-Undang 
Berkaitan dengan adanya Undang-Undang 
Advokat maka terdapat satu hal yang perlu digaris 
bawahi dalam hal mana adanya rekognisi terhadap 
Advokat sebagai penegak hukum. Rekognisi advokat 
sebagai penegak hukum tersebut tentunya dijamin oleh 
hukum dan peraturan perundang-undangan. Adapun 
yang dimaksud status Advokat sebagai penegak hukum 
adalah sebagai salah satu perangkat dalam proses 
peradilan yang mempunyai kedudukan yang setara atau 
sama dengan penegak hukum lainnya, seperti halnya 
Polisi, Jaksa dan Hakim, dalam menegakkan hukum dan 
keadilan. Begitu juga untuk wilayah kerja advokat 
meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. 
Hal ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 
Maksud dari “advokat berstatus sebagai penegak 
hukum” adalah advokat sebagai salah satu perangkat 
dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan 
setara dengan penegak hukum lainnya dalam 
menegakkan hukum dan keadilan. 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut juga 
diatur mengenai hak imunitas atau kekebalan hukum 
terhadap seseorang advokat dalam menjalankan 
profesinya. Bagi sebagian orang, terutama di negara 
Indonesia, terkadang masih banyak yang keliru tentang 
profesi Advokat, karena menganggap sebagai tokoh 
antagonis yang membela dan membebaskan orang – 
orang bersalah dari suatu jeratan hukum, padahal 
sesungguhnya yang dibela bukanlah perbuatannya 
melainkan hak-hak kliennya dihadapan hukum. 
Ada titik singgung pantul yang berbeda terkait 
hak imunitas advokat dengan persoalan obstruction of 
justice yang sering dipersepsikan sebagai area yang 
beririsan dengan peran advokat berikut hak 
imunitasnya. Obstruction of justicedapat didefinisikan 
sebagai perbuatan pidana yang ditujukan ataupun yang 
berdampak pada pemanipulasian, memutarbalikkan, 
dan mengacaukan kebenaran materiil dan fungsi 
peradilan. Seperti dijabarkan diatas hak asasi sekalipun 
ada yang dapat dibatasi, demikian  pula hak dalam 
menjalankan profesi, hak  imunitas advokat dibatasi 
oleh wujud kinerja profesi harus dengan  iktikad baik, 
jika mengacu pada Penjelasan Pasal 16 UU Advokat, 
yang diartikan dengan iktikad baik adalah menjalankan 
tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan 
hukum untuk membela kepentingan klien. 
Disinilah letaknya etika profesi yang 
menempatkan nilai-nilai, hati nurani dan kejujuran 
sebagai kompas dalam menjalankan profesi, maka jika 
berpikir jernih dan objektif akan sangat dengan mudah 
mempetakan hak imunitas yang dilindungi undang 
undang dengan hak imunitas yang hanya dijadikan 
sekedar tameng sesaat guna berprilaku yang 
bertentangan  dengan nilai keluhuran profesi. Advokat 
laksana dewa penolong dihadapan klien yang 
dibelanya,akan tetapi dipandang sebagai musuh besar 
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dihadapan lawan kliennya; Kenyataan ini yang sering 
membawa Advokat  turut masuk dan terbelit dalam 
suatu permasalahan hukum karena dianggap sebagai 
penghambat atas jalannya suatu perkara, dan 
bersekongkol melindungi kejahatan yang dilakukan 
oleh kliennya, sehingga sudah banyak timbul kasus – 
kasus penahanan terhadap seorang Advokat dalam 
mendampingi kepentingan hukum kliennya. Oleh 
karena itu,  Advokat memerlukan suatu Hak Imunitas 
dalam menjalankan tugas profesinya tersebut. 
Secara objektif ujilah dengan pertanyaan 
sederhana  apakah yang dilakukan advokat tersebut 
dinilai memiliki rasa kepatutan dalam masyarakat dan 
secara subjektif apakah tindakan yang dilakukan 
advokat tersebut dijalankan dengan proses kejujuran , 
mengingat fungsi dan kedudukan advokat  dalam UU 
yang menyebutkan advokat adalah penegak hukum 
yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan.  Jadi 
Impunitas adalah  benar hak yang melekat pada profesi 
advokat namun bukan tanpa batas, hak ini berfungsi 
untuk mendukung status advokat sebagai penegak 
hukum dan melindungi kinerja profesi advokat dalam 
rangka penegakan hukum agar ia bebas melakukan 
pembelaan demi tegaknya hukum dan keadilan. 
Sebagai profesi yang merdeka dan independen, 
advokat sebenarnya lebih leluasa untuk menentukan 
sikap, cara dan nilai-nilai yang menjadi landasan 
kiprahnya dibanding dengan aparatur penegak hukum 
lain yang berada di bawah insitusi negara. Hukum 
memerlukan asupan moral, moral berperan penting 
ketika aparat penegak hukum dihadapan pada pilihan 
mana yang benar dan salah dalam tataran etika, etis 
tidak etis, adil tidak adil dan manfaat mudharat. 
Tiap profesi termasuk advokat menggunakan 
sistem etika terutama untuk menjaga dan meningkatkan 
kualitas moral:, selanjunya  menyediakan struktur yang 
mampu menciptakan disiplin tata kerja dan  
menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan 
acuan para profesional untuk menyelesaikan persoalan 
etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi 
pengembangan profesi sehari-hari. Sistem etika tersebut 
juga bisa menjadi parameter bagi berbagai problematika 
klien-profesional, konflik kepentingan yang ada, dan 
isu-isu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial 
profesi. 
Dikaji Menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 
maka adapun Hak Imunitas advokat: 
 Pasal 7: seorang advokat tidak boleh 
diidentifikasikan sama oleh pejabat berwenang maupun 
masyarakat dengan klien atau kasus yang ditanganinya, 
bagaimanapun menguntungkan atau tidak 
menguntungkan. 
 Pasal 8: seorang advokat tidak dihukum atau 
diancam hukuman, baik itu hukum pidana, perdata 
administratif, ekonomi maupun sanksi atau intimidasi 
lainnya dalam pekerjaan membela dan memberi nasihat 
kepada klienya secara sah 
  Pasal 14: Advokat bebas mengeluarkan 
pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang 
menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan 
dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan 
peraturan perundang-undangan. 
 Pasal 15 Advokat bebas dalam menjalankan 
tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi 
tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode 
etik profesi dan peraturan perundang-undangan.            
(dalam pasal ini dijelaskan bahwa seorang advokat 
memiliki kekebalan ketika menjalankan tugas 
profesinya  untuk kepentingan kliennya diluar sidang 
pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada 
dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat). 
Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2003  Advokat tidak dapat dituntut 
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baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan 
tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan 
pembelaan Klien dalam sidang pengadilan.  
Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 2003 tadi disebutkan juga secara 
eksplisit apabila yang dimaksud dengan “ itikad baik“ 
adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya 
keadilan berdasarkan hukum untuk membela 
kepentingan kliennya. Kemudian pada   Pasal 16 UU 
No. 18/2003 tentang Advokat, berangkat dari rumusan 
ini kemudian timbul perdebatan apakah ruang lingkup 
hak imunitas meliputi tindakan advokat di dalam 
maupun di luar sidang pengadilan. hak imunitas advokat 
yang dimaksud Pasal 16 meliputi tindak-tanduk advokat 
baik di dalam dan di luar  pengadilan.  advokat berhak 
atas kekebalan dari tuntutan hukum, selama hal itu 
masih dalam konteks menjalankan profesi dan didasari 
pada itikad baik. Itu pasal dalam satu rangkaian, satu 
kesatuan. Artinya kalau benar-benar dilakoni dengan 
itikad baik, walaupun diluar pengadilan itu harus 
dilindungi, karena kalau tidak dia tidak bebas 
melakukan tugasnya sebagai landasan pedoman 
Advokat dalam menangani kasus . 
Para pemohon juga mendalilkan Pasal 16 UU 
tersebut hanya memberikan perlindungan kepada 
advokat untuk tidak dapat dituntut secara perdata 
maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya 
dengan iktikad baik untuk kepentingan klien di dalam 
persidangan padahal pemberian jasa hukum oleh 
advokat juga dilaksanakan di luar pengadilan. Terhadap 
dalil tersebut, Mahkamah dalam Putusan Nomor 
006/PUU-II/2004, tanggal 13 Desember 2004, 
mempertimbangkan, “UU Nomor 18/2003 Tentang 
Advokat adalah Undang-Undang yang mengatur syarat-
syarat, hak dan kewajiban menjadi anggota organisasi 
profesi advokat, yang memuat juga pengawasan 
terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam 
memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar 
pengadilan. Oleh karena itu, tujuan Undang-Undang 
advokat, di samping melindungi advokat sebagai 
organisasi profesi, yang paling utama adalah 
melindungi masyarakat dari jasa advokat yang tidak 
memenuhi syarat-syarat yang sah atau dari 
kemungkinan penyalahgunaan jasa profesi advokat”. 
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut 
Mahkamah, antara UU yang dimohonkan diuji oleh 
Pemohon dengan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang 
Bantuan Hukum, yang dijadikan salah satu argumentasi 
pemohon, terdapat perbedaan mengenai perlindungan 
advokat dan Pemberi Bantuan Hukum dalam 
menjalankan profesinya. Perbedaan dimaksud telah 
menimbulkan perlakuan yang berbeda antara advokat 
dan Pemberi Bantuan Hukum yang bermuara pada 
timbulnya ketidakpastian hukum yang adil diantara 
kedua profesi tersebut. Mahkamah melihat keadaan 
demikian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas 
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 
hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum”. Keadaan tersebut juga bertentangan dengan 
prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh 
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian menurut 
Mahkamah, untuk menghindari terjadinya 
ketidakpastian hukum, juga untuk mewujudkan 
keadilan bagi kedua profesi tersebut, Mahkamah perlu 
menegaskan bahwa ketentuan Pasal 16 UU Advokat 
harus dimaknai advokat tidak dapat dituntut baik secara 
perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas 
profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan 
pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang 
pengadilan. 
Dengan pendapat tersebut maka Mahkamah 
menyatakan, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak 
dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam 
menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik 
untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di 
luar sidang pengadilan”. Dalam hal ini, imunitas 
advokat selalu dibatasi oleh iktikad baik, yang 
didefinisikan dalam Penjelasan Pasal 16 UU Advokat, 
yaitu yang dimaksud dengan iktikad baik adalah 
menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan 
berdasarkan hukum untuk membela kepentingan klien. 
Jika mengacu pada pemahaman di atas, justru 
di antara obstruction of justice dan hak imunitas advokat 
memiliki kesamaan unsur dalam irisannya, yakni adalah 
sama-sama memedomani dan memegang teguh 
tegaknya hukum dan fungsi peradilan baik formal 
maupun materiil. Secara logika, jika dua hal yang 
memiliki unsur sama bertentangan artinya bahwa ada 
salah satu yang salah. Menarik untuk mengamati 
seorang advokat yang ditangkap Komisi Pemberantasan 
Korupsi karena obstruction of justice. Obstruction of 
justice sudah dirumuskan dalam sebuah aturan hukum 
konkret yang berlaku bagi semua orang secara objektif, 
sedangkan iktikad baik dalam imunitas dapat dipandang 
dalam dua perspektif, yaitu yang bersifat subjektif dan 
objektif. Iktikad baik yang bersifat objektif dalam hal 
ini adalah sebuah tindakan harus berpedoman pada 
norma kepatutan, yaitu pada apa yang dianggap patut 
pada masyarakat. Dalam perspektif subjektif artinya 
pada kejujuran dan sikap batin seorang advokat saat 
melakukan tugasnya. Menarik untuk menyimak 
berbagai argumen yang disampaikan advokat yang 
ditangkap KPK karena obstruction of justice 
(mengganggu proses peradilan secara utuh)  mudah 
diverifikasi jika obstrasuction of justice dan iktikad baik 
telah memiliki kesamaan, yaitu pada komitmen 
penegakan hukum. Obstruction of justice adalah 
berlaku umum dan bersifat objektif sebagai suatu 
tindakan yang telah dirumuskan dalam norma sehingga 
bisa diuji dengan komponen iktikad baik, secara 
objektif maupun secara subjektif. Secara objektif adalah 
apakah yang dilakukan advokat tersebut dinilai 
memiliki kepatutan dalam masyarakat dan secara 
subjektif apakah tindakan yang dilakukan advokat 
tersebut memiliki kejujuran dalam praktik penegakan 
hukum mengingat dalam UU Advokat disebutkan 
bahwa advokat adalah penegak hukum. Hak imunitas 
diberikan kepada advokat sehubungan dengan peran 
dan tugas advokat sebagai penegak hukum. Selanjutnya 
obstruction of justice merupakan tindakan melawan 
hukum yang tentu saja tidak memiliki iktikad baik 
sehingga bila obstruction of justice terjadi dan hak 
imunitas berfungsi maka yang terjadi adalah impunitas. 
Kemudian pada pasal  19 ayat 2 UU advokat  
menyebutkan : advokat berhak atas kerahasiaan  
hubungannya dengan klien, termasuk perlidungan atas 
berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau 
pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan 
atas komunikasi elektronik advokat. Dalam pasal ini 
juga menjelaskan tentang hak imunitas seorang 
advokat. 
Dari uraian diatas dapat dianalisa juga  bahwa, 
pasal-pasal tersebut tidaklah dapat diterapkan begitu 
saja secara mentah melainkan harus didalami isinya 
secara komprehensif, dimana terdapat suatu rangkaian 
kalimat yang tidak boleh sepotong-potong dalam 
memaknainya. Mengingat pada prinsipnya berdasarkan 
ketentuan tersebut, seorang Advokat tetap tidak bisa 
dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam 
menjalankan tugasnya, apabila hal tersebut 
dilaksanakan dengan suatu itikad baik dalam pembelaan 
terhadap kliennya, yang diterjemahkan dalam setiap 
tindakannya  harus tetap dalam lingkup koridor hukum 
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yang berlaku dan di dalam seluruh lingkup peradilan. 
Namun demikian, hak imunitas yang dijamin dalam 
Undang-Undang tersebut bukan berarti menjadikan 
advokat sebagai profesi yang dibebaskan dari segala 
bentuk tuntutan hukum. Undang-undang hanya 
melindungi advokat yang membela kliennya secara 
proporsional sesuai kebutuhan pembelaan dan juga 
tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta masih dalam batasan etika sebagaimana 
yang diatur dalam Kode Etik Advokat. Sebaliknya, 
setiap perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang 
dilakukan oleh advokat tentunya tidak dilindungi oleh 
UU Advokat. Adanya imunitas advokat yang dijamin 
undang-undang karena dalam membela kepentingan 
klien, advokat tidak boleh dihinggapi rasa takut, merasa 
aman, dan dilindungi negara melalui pemerintah. Setiap 
advokat yang membela kepentingan klien tidak dapat 
dihukum secara pidana, perdata, dan administratif 
dalam pembelaannya, serta harus dilindungi negara 
melalui pemerintah.  
Maka Hak imunitas advokat, akhir-akhir ini 
seringkali disalahartikan dalam hal mana diartikan 
seolah-olah semua tindakan yang dilakukan oleh 
advokat untuk kepentingan klien dilindungi Undang-
Undang dan juga tidak dapat dituntut 
pertanggungjawabannya secara hukum. Pemahaman 
mengenai hak imunitas advokat, pada dasarnya terkait 
dengan latar belakang dari pertanyaan mendasar 
mengenai alasan advokat harus dilindungi dengan suatu 
imunitas. Alasan mendasar advokat diberikan 
perlindungan hak imunitas adalah karena dalam 
membela kliennya mereka tidak boleh dikenai hukuman 
pidana, perdata, dan administratif selama pembelaan 
yang mereka lakukan tanpa melanggar hukum. Dalam 
kaitannya dengan hal tersebut maka kedudukan sosial 
dari advokat yang demikian itu telah menimbulkan pula 
tanggung jawab moral bagi advokat yang bukan hanya 
bertindak sebagai pembela konstitusi namun juga 
bertindak sebagai pembela hak asasi manusia, khusunya 
yang berkaitan dengan hak-hak publik. Akibat dari 
adanya tanggung jawab moral yang melekat pada pada 
status profesinya maka advokat memiliki lima dimensi 
perjuangan ideal yaitu dimensi kemanusiaan, dimensi 
pertanggungjawaban sosial, dimensi kebebasan, 




 Profesi Advokat pasca UU Nomor 18 Tahun 
2003 memiliki peran strategis dalam penegakan hukum, 
khususnya dalam lingkup peradilan kepada masyarakat 
pencari keadilan. Harapan besar ditumpukan kepada 
advokat-advokat untuk membuka akses terhadap 
keadilan bagi masyarakat dan mendorong terwujudnya 
negara Indonesia sebagai negara hukum 
Profesi advokat yang strategis, mulia, terhormat 
diberikan batasan yaitu etika yang seharusnya menjadi 
panduan dan kompas dalam menjalankan profesi, 
karena Profesionalisme tanpa etika menjadikan "tanpa 
kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa 
profesionalisme menjadikan "lumpuh "dalam arti tidak 
maju bahkan tidak tegak, begitu pula hak imunitas yang 
telah diberikan negara kepada advokat masih 
dipergunakan dengan salah tujuan dan melenceng dari 
tujuan hak imunitas itu sendiri. 
Terlihat masih terdapat beberapa advokat yang 
terkena kasus korupsi yang mengartikan keadaan  ini 
harus menjadi  tantangan besar sekaligus momentum  
bagi advokat untuk ikut mendorong atau berkontribusi 
dalam pemenuhan hak atas keadilan serta 
mengembalikan fungsi nilai-nilai keluhuran profesi 
advokat  di forum-forum peradilan di Indonesia; atau 
setidaknya tidak ikut-ikutan terlibat dalam praktek 
mafia peradilan itu sendiri. 
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